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GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 'Ilk /V.07/HK/2019
 

TENTANG
 

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI 
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menciptakan k ondisi 
ketenagakerjaan yang harmonis , dinamis d an 
berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produk si 
barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sarn a 
Tripartit dalam mendukung terwujudnya k ond is i 
dimaksud cukup penting; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersetut d ia ta s 
agar pelaksanaannya d apat berjalan lancar dan tertib 
perlu menetapkan keanggotaan Lembaga Kerja sarna 
Tripartit Provinsi Lampung periode Tahun 20 19 ­
2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 003 ten tang 
Ketenagakerjaan; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuba h 
beberapa kali diubah terakhir dengan Unda ng- Unda ng 
Nomor 9 Tahun 2015; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tenta ng Ta ta 
Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sarna 
Tripartit sebagaimana tel ah beberapa kali diubag de ngan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 17 ; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten ta ng 
Pelaksanaan dan Wewenang Gubernur Seba gai Wakil 
Pemerintah Pusat; 

5.	 Peraturan Bersama Ivlenteri Te naga Kerja da n 
Transmigrasi dengan Menteri Dal am Nege ri Nomor 
Per.04jMENjIIj2010 dan Nomor 17 Tahun 20 10 tentang 
Pembentukan dan Pengangkatan Peran LKS Tri partit 
Provinsi dan Kabupatenj Kota; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 8 Ta h un 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tel ah d iubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung namor 17 
Tahun 2017; 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 
KE NGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT 
PRC SI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021. 

Mer ;Jka n Keanggotaan Lembaga Kerj a Sarna Tripa rt it 
Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021 dengan susuna n 
keanggotaan sebagaimana tercan tum dalam Lam pi ran 
Keputusan ini. 

Lembaga Kerja Sarna Tripartit sebagaimana dimaksud pa da 
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menggalang komunikasi dan kerjasama ya ng seba ik ­
baiknya antara pelaku proses produksi barang dan ata u 
jasa (pekerj a, pengusaha dan pemerintah ), ser ta 
menampung aspirasi , merumuskan dan memecah ka n 
masalah-masalah yang menyangkut kepentingan be rsama 
dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidc.ng-sidari g 
Lembaga Kerja Sarna Tripartit; 

b. membina komunikasi , informasi dan konsultasi seca ra 
timbal balik dalam hubungan kerja sarna baik dari ketiga 
unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sarna 
Sektoral lainnya; dan 

c. memberikan Pertimbangan, saran dan pendapat kepa d a 
Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijaka n 
dan pemecahan masalah ketenagakerj aan d i Pro vi n s i 

Lampung. 

Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sarna Tripar tit 
Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktu rn Kesat u 
dibantu Badan Pekerja (BP) dan Sekre tariat Lemba ga Kerju 
Sarna Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 20 19 - 202 1, 
dengan susunan anggota sebagaimana tercantum da la rn 

Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang 
berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Provinsi 
Lampung jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung. 

Lembaga Kerja Sarna Tri partit dalam melaksanakan Iu n gsi d un 
tugasnya melaporkan hasil pel aksanaannya dan bertan ggu ug 
jawab kepada Gubernur Lampung. 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Kepu tu sa n i n i 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bel anj a Da e rai . 
Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dirias 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan sum ber 
lain yang sah dan tidak mengikat. 
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KEENAM	 Dengan ditetapkannya keputusan mt maka Keputusan 
Gubernur Lampung Nomor : Gj220jV.07 jHKj2017 tentang 
Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sarna Tripartit Provinsi 
Lampung Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

KETUJUH	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

KEDELAPAN	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya 

Ditetapkan di Te\\lkbetung 
pada tanggal l'> - ~ - 2019 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta; 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4. BupatijWalikota se Provinsi Lampung; 
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung; 
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung; 
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan LampungI di Bandar Lampung; 

10. Kepala BPJS	 Kesehatan Lampung di Bandar Lampung; 
11.	 Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
12.	 Ketua Serikat Pekerja j Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar 

Lampung; 
13.	 Masing-masing anggota yang bersangkutan. 
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LAMPlRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUN(~ 

NOM0 R : G / ~OY.I J V_,07 / H h i 20 I _' 
TANGGAL: r t\. ' 20 1~j 

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA
 
TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021
 

I.	 Ketua merangkap Anggota Gubernur Lampung 

II.	 Wakil Ketua I merangkap Kepala Dinas Tenaga Kerj a d a n 
Anggota Transrnigrasi Provinsi Lampung 

III.	 Wakil Ketua II merangkap Ketua Dewan Pengurus Provi n si ASOS1 8Si 
Anggota Pengusaha Indonesia Provinsi Lam pun g 

IV.	 Wakil Ketua III merangkap Ketua Dewan Pimpinan Wilava h 
Anggota	 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesi a 

Provinsi Lampung 

V.	 Sekretaris merangkap Anggota Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Teri a gu 
Kerja dan Tran smigrasi Pro vin s : 
Lampung 

VI.	 Anggota 
1.	 Kepala Bagian Sosial Ke se h atan, 

Tenaga Kerja dan Tran smigrasi B in , 
Kesejahteraan Sosial Setda Pr o vi n si 
Lampung 

2.	 Kasubbid Sumber Daya M arru si a 
Bappeda Provinsi Lampung 

3 .	 Sekretaris Dewan Pengurus Pr ovin s i 
Asosiasi Pengusaha In done s ia 
Provinsi Lampung 

4 .	 3 (tiga) orang Anggota Dewa n 
Pengurus Provin si Ascsi asi 

Pengusaha Indonesia Pr ovi n si 
Lampung 

5.	 Ketua Dewan Pimpinan Dae ra h 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluru h 
Indonesia Provinsi Lampung 

6.	 Ketua Korwil Konfederasi Seri ka t 
Buruh Sejahtera Indonesia Provin si 
Larnpung 

7 .	 Ketua Serikat Buruh Lampung 



-5­

8 .	 Ketua Pimpinan Daerah Federasi 
Serikat Pekerja Pertanian 
Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia Provinsi Lampung 
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LAMPIRAN II:	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ ~f{.Oh/_HK/2019 

cTANGGAL: .- ' I	 \ 2019 

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA
 
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG
 

PERIODE TAHUN 2019-2021 

I. Ketua	 Ketua Serikat Buruh Lampung (SBL) 

II Wakil Ketua	 Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi 
Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung 

III Sekretaris	 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung. 

IV.	 Anggota 1. Kepala Bagian Sosial Kesehatan,Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda 
Provinsi Lampung. 

2.	 Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi 
Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung 

3.	 Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia Provinsi Lampung 

GUBERNUR LAMPUNG, 
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SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT 
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG 

PERIODE TAHUN 2019·2021 

I. Ketua Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha 
dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

II Sekretaris Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

III. Anggota 1. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

2. Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 


